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PUTUSAN
Nomor 8529/Pdt.G/2022/PA.IM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu  yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Indramayu 09 Juni 1998, umur 24 tahun,

agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat

tinggal di xxx, sebagai Pemohon;

lawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Indramayu 12 April 1999, umur 23 tahun,

agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah

Tangga, tempat tinggal di xxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21

Desember   2022 yang   telah   terdaftar   di   Kepaniteraan   Pengadilan   Agama

Indramayu  dengan  register  perkara  Nomor  8529/Pdt.G/2022/PA.IM,

mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

TENTANG   PERMASALAHANNYA 1.   Bahwa   pada   tanggal   16   Januari   2019,

Pemohon   dan  Termohon   telah   melangsungkan   pernikahan   yang   dicatat

oleh   Pegawai   Pencatat   Nikah   pada   Kantor   Urusan   Agama   (KUA)

Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu, sebagaimana sesuai dengan

Kutipan Akta Nikah Nomor : 0019/019/I/2019, tertanggal 16 Januari 2019 ;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di
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rumah orang tua Pemohon dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama

:Azka Ghalbi Muhammad usia 3 tahun ;  3. Bahwa Pemohon selama rumah

tangga   dengan   Termohon   belum   pernah   bercerai   ;   4.   Bahwa   sejak

Desember 2021 keadaan rumah  tangga Pemohon dan Termohon  mulai

tidak harmonis disebabkan karena :Bahwa sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran   disebabkan   Termohon   tidak   menerima   keadaan   ekonomi

yang kurang mencukupi ; 5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran

tersebut terjadi kurang lebih pada September 2022 kemudian Termohon

keluar dari tempat kediaman orang tua Pemohon dan pulang ke rumah

orang tua sendiri di Desa Terusan, yang akibatnya sejak itu Pemohon telah

pisah tempat tinggal dan tidak  pernah  berkumpul  serumah lagi dengan

Termohon   hingga   sekarang   selama   3   bulan;   6.   Bahwa   atas   kejadian

tersebut, Pemohon merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun

membina   rumah   tangga   bersama   Termohon,   karena   meskipun   telah

diupayakan perdamaian, tetapi tetap tidak berhasil ; 7. Bahwa berdasarkan

dalil-dalil  di  atas,  telah  cukup   alasan   bagi   Pemohon  untuk   mengajukan

Permohonan   ini   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   19   Peraturan

Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada

Bapak Ketua Pengadilan Agama Indramayu kiranya berkenan menerima

dan memeriksa perkara ini ; 8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya

yang timbul dalam perkara ini ; 

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis

Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

   Mengabulkan Permohonan Pemohon  seluruhnya;  

  Memberikan   izin   kepada   Pemohon   untuk   menjatuhkan   talak   satu   raj'i

terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Indramayu setelah

putusan ini berkekuatan hukum tetap;  

  Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;  Subsider: 

 Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono); 
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Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan

Termohon telah  menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan

nasehat kepada  Pemohon dan Termohon  agar mengurungkan keinginannya

untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang  sakinah,

mawaddah wa rahmah;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis

telah   menunjuk   E.   KURNIATI   IMRON,   S.Ag.,   M.H.   selaku   mediator   untuk

melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis

dari   mediator   yang   bersangkutan   tertanggal   11   Januari   2023   menyatakan

upaya mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesapakatan

damai (gagal);

Bahwa   selanjutnya   pemeriksaan   perkara   ini   dilanjutkan   secara   litigasi

diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya

tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar

jawabannya dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir lagi di

persidangan, meskipun Termohon telah diperintahkan agar hadir di persidangan

dan dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal ... yang relaas panggilannya

dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya

itu disebabkan suatu halangan yang sah, dengan demikian pemeriksaan atas

perkara ini dilanjutkan di luar hadirnya Termohon;

Bahwa   untuk   meneguhkan   dalil-dalil   permohonannya,   Pemohon   telah

mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat 

1.  Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk/Surat  Keterangan  NIK

3212150906980003 atas nama Arief Firman Ismail Bin Drs. Ahmad Dimyati,

dicatat   dan   dikeluarkan   oleh   Pemerintah   Daerah   Kabupaten   Indramayu,

Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh

Ketua   Majelis   telah   dicocokkan   dengan   aslinya   ternyata   cocok,   diberi

tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf; 
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2.Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0019/019/I/2019 tanggal 16 Januari

2019 atas nama Arief Firman Ismail Bin Drs. Ahmad Dimyati (Pemohon)

dengan   Rossy   Carys   Herawati   Binti   Dadang   Herawan   (Termohon)   yang

dikeluarkan   oleh   Kantor   Urusan   Agama   (KUA)   Kecamatan   Sindang

Kabupaten Indramayu, Propinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-

nazegeling,   yang   oleh   Ketua   Majelis   telah   dicocokkan   dengan   aslinya

ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf ;

II. Bukti Saksi

1. Saksin1, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

bertempat tinggal di xxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa  Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sebagai

.tetangga   Pemohon   Pemohon,   sedangkan  Termohon   adalah   suami

Pemohon;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon 

di tempat kediaman Orangtua Pemohon;

- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah

hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai

1 orang anak; 

- Bahwa semula  rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan

rukun dan harmonis namun sejak sejak bulan Desember tahun 2021

rumah   tangga   Pemohon   dengan   Termohon   terus   menerus   terjadi

perselisihan   dan   pertengkaran   disebabkan   Bahwa   sering   terjadi

perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menerima

keadaan ekonomi yang kurang mencukupi ;;

- Bahwa  Saksi  mendengar  cerita dari Pemohon  terkait  pertengkaran

dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

- Bahwa  sejak  sejak  bulan  September  2022,  Pemohon  pergi

meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama

Termohon dan sampai saat ini mereka telah berpisah selama 3 bulan

lamanya dan selama itu Termohon tidak pernah memberikan nafkah
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lahir   dan   batin   kepada   Pemohon   dan   selama   berpisah   antara

Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;

- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah

dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat

tinggal di xxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah  yang

pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa  Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sebagai

sepupu   Termohon   Pemohon,   sedangkan   Termohon   adalah   suami

Pemohon;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon 

di tempat kediaman Orangtua Pemohon;

- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah

hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai

1 orang anak; 

- Bahwa semula  rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan

rukun dan harmonis namun sejak sejak bulan Desember tahun 2021

rumah   tangga   Pemohon   dengan   Termohon   terus   menerus   terjadi

perselisihan   dan   pertengkaran   disebabkan   Bahwa   sering   terjadi

perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menerima

keadaan ekonomi yang kurang mencukupi ;;

- Bahwa  Saksi  mendengar  cerita dari Pemohon  terkait  pertengkaran

dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

- Bahwa  pada  sejak  bulan  September  2022  Pemohon  pergi

meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama

Termohon dan sampai saat ini mereka telah berpisah selama 3 bulan

lamanya dan selama itu Termohon tidak pernah memberikan nafkah

lahir   dan   batin   kepada   Pemohon   dan   selama   berpisah   antara

Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;

- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah

dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
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Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan

telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Termohon  tidak pernah hadir di

persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang

pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat

permohonan Pemohon dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan

Pemohon tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk  kepada

hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini

yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa maksud  dan tujuan  permohonan Pemohon adalah

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis

Hakim   dapat   menyimpulkan   bahwa   perkara   tersebut   mengenai   sengketa

perkawinan   yang   menjadi   wewenang   Peradilan  Agama   sebagaimana   yang

tercantum   dalam   Pasal   49   Undang-Undang   Nomor   3   Tahun   2006   tentang

Perubahan   atas   Undang   Undang   Nomor   7   Tahun   1989   Tentang   Peradilan

Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Pemohon

yang   berada   di   wilayah   hukum   Pengadilan   Agama   Indramayu,   maka

berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang   Nomor   50   Tahun   2009,   maka   Pengadilan   Agama   Indramayu

berwenang   menerima,   memeriksa,   mengadili   dan   memutus   permohonan

Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat

hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai),

maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak

sebagai pihak dalam perkara ini  (persona standi in judicio)  dan mempunyai

kualitas   untuk   mengajukan   tuntutan   dalam   sengketa   bidang   perkawinan,

sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
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1975  Tentang   Pelaksanaan   Undang-Undang   Nomor   1  Tahun   1974  Tentang

Perkawinan   jo.   Pasal   73   Undang-Undang   Nomor   7   Tahun   1989   tentang

Peradilan  Agama   sebagaimana   yang   telah   diubah   dengan   Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009;

Menimbang,   bahwa   pada   hari   dan   tanggal   persidangan   yang   telah

ditetapkan  Pemohon   dan   Termohon telah   dipanggil   untuk   menghadap   ke

persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan

oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan

ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006,   terakhir   dengan   perubahan   kedua   Undang-Undang   Nomor   50  Tahun

2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138

Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara

telah hadir secara pribadi (in person) di persidangan;

Menimbang,   berdasarkan  Pasal  39  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1

Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

sebagaimana   telah   diubah   dengan   Undang-Undang   Nomor   3   Tahun   2006,

terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009  jo.

Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1)

Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan

cara   menasihati   Pemohon   supaya   bersabar   dan   berupaya   supaya   rukun

kembali dengan Termohon;

Menimbang,   berdasarkan   Pasal   130   HIR.   dan   Pasal   4   Peraturan

Mahkamah   Agung   Nomor   1   Tahun   2016   Tentang   Prosedur   Mediasi   di

Pengadilan,   bahwa   dalam   perkara   perdata  inklusif didalamnya   mengenai

perkara   perceraian   wajib   dilaksanakan   mediasi,   karenannya   Majelis   Hakim

telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh

mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk E. KURNIATI

IMRON, S.Ag., M.H. selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator

tersebut   tanggal   11   Januari   2023  yang   pada   pokoknya   menyatakan   upaya
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mediasi   dalam   perkara  ini   telah  dilaksanakan  tetapi  tidak   mencapai

kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dapat

disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Talak ini

adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19

huruf   (f)   Peraturan   Pemerintah   Nomor   9  Tahun   1975   tentang   pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf

(f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus

menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang,   bahwa   dalam   bidang   perkawinan,  inklusif  di   dalamnya

perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas  lex spesialis

drogat lex generalis  maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang

jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat  segala   Peraturan   Perundang-undangan   yang   berlaku   serta

dalil-dalil syar’i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 

2. Memberi izin kepada Pemohon  untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap

Termohon  di depan sidang Pengadilan Agama Indramayu; 

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.520.000,-00  (lima ratus dua puluh ribu rupiah); 

Demikianlah diputuskan  dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Agama Indramayu pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 Masehi bertepatan

dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Drs. Noer Rohman sebagai

Ketua Majelis,  Dra. Hj. Sunaeah, M.H. dan Drs. H. Abd. Azis, M.H.,  masing-

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga

dalam sidang  terbuka  untuk umum oleh Ketua  Majelis beserta para Hakim

Anggota tersebut, dan didampingi oleh  Lily Falichah, S.H.  sebagai Panitera

Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.
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Hakim Anggota, Ketua Majelis,

  

Dra. Hj. Sunaeah, M.H. Drs. Noer Rohman

Hakim Anggota,

 

Drs. H. Abd. Azis, M.H.

Panitera Pengganti,

 

Lily Falichah, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp.   30.000,-

2. Biaya ATK Perkara : Rp.   50.000,-

3. PNBP Panggilan : Rp.   20.000,-

4. Biaya Panggilan : Rp.  200.000,-

5. Biaya Redaksi : Rp.   10.000,-

6. Biaya Meterai : Rp.    10.000,-

JUMLAH : Rp.  320.000,-

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
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